BAB V

PENUTUP

5.1 Ikhtisar

Sejak dicanangkannya, era globalisasi dunia usaha
perbankan tanggal 1 Juni 1983, kepada bank diberi kebebasan dalam
menentukan tingkat suku bunga simpanan deposito. Selain itu, untuk
memacu pertumbuhan perbankan di tanah air, pemerintah pun memberi
kemudahan dalam membuka kantor cabang bank dan bahkan untuk
pendirian bank baru. Hal ini djabarkan lebih lanjut dalam Paket
Kebijaksanaan Oktober 1988 (Pakto 88) dan seraﬁgkaian kebijakan
lainnya, hingga diterbitkannya UU Perbankan, UU NO. 7 Tahun 1992.

| Dampak yang muncul dengan dikeluarkannya deregulasi,
dalam perbankan adalah terjadinya “perang" suku bunga dalam
menarik nasabah. Hal ini memang menarik minat masyarakat untuk
mendepositokan uangnya, terlebih lagi oleh bank diberi iming-iming
undian hadiah ratusan juta rupiah. Strategi yang dilakukan oleh dunia
usaha perbankan dalam menarik minat masyarakat untuk menabung di
bank, memang cukup mencolok apabila dibandingkan dengan

tahun-tahun sebelum dilakukannya era deregulasi perbankan.
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Di sisi lain, dengan diberikannya kebebasan untuk
membuka kantor cabang di seluruh pelosok tanah air dan bahkan untuk
mendirikan bank baru, disambut dengan antusias oleh para pengusaha.
Hasiinya dapat dilihat dalam rentang waktu yang relatif singkat yakni
Tahun 1988 jumlah bank 124 dan jumlah kantor sebanyak 1.876, pada
awal tahun 1996 jumlah bank sebanyak 240 dan jumlah kantor bank
sebanyak 8.267.

Pembukaan kantor-kantor cabang di pusat-pusat bisnis,
tenfunya memudahkan masyarakat untuk berhubungan dengan dunia
usaha perbankan. Bank sendiri dalam menjalankan aktivitasnya tidak
semata-mata melayani kebutuhan dunia usaha, akan tetapi juga
melayani kebutuhan masyarakat pada umumnya. Misalnya, transfer
uang dan bahkan untuk kebutuhan rumah tangga seperti pembayaran
rekening listrik. Untuk memudahkan transaksi ini, pihak bank pun
menyarankan untuk membuka rekening, baik giro, deposito atau bentuk
tabungan lainnya..

Namun, di balik adanya kemudahan dalam layanan jasa
perbankan tersebut, timbul pertanyaan yang cukup mendasar yakni
apakah menyimpan uang di bank cukup aman dalam arti apakah uang,
dalam hal ini simpanan pokok dan bunga dapat diambil sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan oleh bank? Apabila dipelajari secara
seksama syarat-syarat pembukaan simpanan deposito, ti_dak ada satu
pasal pun yang menjamin, bahwa uang pasti dibayar kembali tepat pada

waktu yang ditentukan dan bahkan sebaliknya, bila deposan mengambil
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uangnya sebelum waktunya dikenai denda. Demikian juga halnya,
dalam hal bank mengalami kebangkrutan tidak ada jaminan, deposito
akan dibayar oleh bank. Dalam hal inilah muncul pendapat, agar
lembaga asuransi deposito (Deposit Insurance) perlu segera didirikan di
Indonesia agar simpanan masyarakat mendapat jaminan yang pasti.
Landasan yuridis pendirian lembaga ini dapat dilihat dalam penjelasan

Pasal 30 UU NO. 30 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat

disimpulkan hai-hal sebagai berikut:

l. Pendirian lembaga asuransi deposito dalam bisnis perbankan sudah
mendesak untuk didirikan di Indonesia. Ada pun dasar pertimbangan
untuk pendirian lembaga ini adalah' Pertama, dilihat dari segi minat
masyarakat untuk menyimpan dana di bank dari tahun ke tahun terus
meningkat. Bentuk simpanan yang digunakan dalam hal ini adalah
didominasi dalam bentuk simpanan depositoc. Kedua. Transaksi bisnis
dan lalu lintas pembayaran, dewasa ini dianggap lebih mendapat
kepastian hukum, apabila menggunakan jasa perbankan, tentunya dana
akan inengendap untuk sementara di bank, sebelum dicairkan oleh

pihak yang berhak. Ketiga. Masyarakat yang awam dalam dunia
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perbankan, sulit untuk memilih mana bank yang betul-betul sehat,

sehingga tidak merugikannya bila ia menyimpan dana di bank.

2. Dengan dibentuknya lembaga asuransi deposito, dapat dipastikan
pembayaran simpanan masyarakat dalam bentuk deposito akan terjamin
dalam hal bank penerima deposito mengalami kebangkrutan, sebab
risiko ini sudah diambil alih oleh perusahaan asuransi. Untuk itu bank

penerima deposito, wajib menjadi anggota lembaga asuransi deposito.

3. Ruang lingkup asuransi deposito tidak hanya melindungi simpanan
deposito, akan tetapi juga seluruh simpanan masyarakat yang ada di
bank.

4. Pembayaran premi asuransi deposito dilakukan oleh bank, sebab

bertindak sebagai tertanggung dalam perjanjian pengalihan risiko antara

bank penerima deposito dengan lembaga asuransi deposto.
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5.3 Saran

l. Untuk menjaga citra perbankan sebagai tempat menyimpan dana
yang aman, perlu segera diwujudkan pendirian lembaga asuransi

deposito, sebagaimana yang dijanjikan leh UU Bank Sentral.

2. Sebagai langkah awal dalam menjalankan aktivitas lembaga ini,
sebaiknya di prioritaskan memberikan perlindungan kepada
nasabah/penabung yang jumlah simpanannya relatif kecil, penabung |
kecil pada umumnya adalah masyarakat yang kurang memahami seluk

beluk dunia usaha perbankan.

3. Lembaga asuransi deposito yang akan didirikan sebaiknya dikelola
oleh Bank Indonesia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa
Bank Indonesia diberi wewenang sebagai pengawas lembaga perbankan
di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia dapat lebih leluasa dalam
memeriksa dan mengawasi bank yang menjadi peserta asuransi
deposito, sebab Bank Indohesia tidak terkena larangan rahasia bank

dalam meminta informasi ke lembaga perbankan.
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